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ABSTRAK

|Saputra (2019) : Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang
Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Notaris.

N i1iw eRio yey o

Suatu perjanjian yang dirubah oleh notaris tanpa adanya kesepakatan
aftara pihak Penggugat dengan Tergugat dan perbuatan ini dilakukan tanpa
ogketahui oleh pihak Penggugat. Pihak Tergugat dan Notaris melakukan
perubahan akta dan merugikan kepentingan Penggugat. Berdasarkan Pasal 48
ld?dang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris menyatakan, “isi akta
ditarang dirubah dengan diganti, ditambah, dicoet, disisipkan, dihapus dan/atau
ditulis tindih, dan pasal 1365 KUHPerdata harus menanggung beban atas semua
Kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan
dijawab dalam penelitian skripsi ini tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang
Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan
Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban
tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri
dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan bersifat deskriptif
yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.
® Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah
Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
I\‘i’otarls adalah perbuatan merubah minuta akta notaris Nomor 149 yang berisikan
pgrjanjlan kerjasama antara penggugat dan para turut tergugat yang dibuktikan
dengan putusan Mahakamah Agung Rl Nomor 1003/K/PID/2015 dan dari putusan
Mahakamah Agung tersebut diketahui bahwa Notaris Neni Sanitra telah
rﬁelakukan perubahan akta sepihak tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan akibat dari
perubahan akta tersebut penggugat mengalami kerugian.Sanksi hukum Terhadap
Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta
Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris
ddalah telah terjadi perbuatan merubah akta yang dilakukan oleh Notaris dan
peTbuatan tersebut jelas sudah melanggar hukum dan dikenakan sanksi berupa
ru;rkuman penjara dan pencabutan izin Notaris.

ta kunci : Perbuatan Melawan Hukum-Notaris-Merubah Akta Perjanjian

nery wisey ;gnn(g ue



‘nely eysnS NiN uizi edue) undede ymuaq wejep iUl sin) eAiey yninjes neje uelbeqas yeAueqiadwaw uep uewnwnbusw Buele|iq “z

AVIY VNSAS NI
Dl ]

‘nery e)sns Nin Jefem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad °q

‘yejesew nyens ueneluy neje yuuy uesiinuad ‘uelode| ueunsniuad ‘yeiw| efiey uesinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedynbuad ‘e

)

g

>

5

0

JJaquins ueyingaAusw uep ueywnjuesuaw edue) 1w sin) eAIey yninjas neje ueibeqges diynbuaw Buesejq °|

Buepun-Buepun 16Bunpuyjig e1di) yey

©

=k KATA PENGANTAR

=

2

-U .

o -

3 e
A:z-;alamu’alaikum Wr. Wb

=

—  Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT,
7))

dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
-~

s@xf}ingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca

y%g cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan
Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang No 2
Tahun 2014 Tentang Notaris”

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka
d%\gan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran
d%i berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam
p%nulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai
pﬁak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan
ygpg terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan
t%iima kasih kepada:

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan penghormatan yang setulus-
tulusnya untuk keluargaku tercinta, terutama orang tua ku ayahanda

Usman, ibunda Nurma serta adik Nursanti Safitriyani yang telah

memberikan do’a, dukungan dan semangat yang tak terhingga kepada
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penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh Keluarga
Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag,. M. Ag ., selaku rektor UIN
Suska Riau beserta stafnya.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl, selaku Wakil Dekan I
Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag,.
M.Ag., selaku Wakil Dekan Il Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska
Riau. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Wakil Dekan Il Fakultas
Syari ah dan Hukum UIN Suska Riau, serta Bapak Firdaus,SH.,MH selaku
Penasehat Akademik yang selalu membantu penulis dalam perkuliahan
maupun penyelesaian skripsi Penulis.

Bapak Firdaus,SH.,MH., selaku Ketua Program Studi limu Hukum, dan
Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi IImu
Hukum.

Pembimbing penulis, bapak Muslim,S.Ag.,.SH.,M.Hum. yang selalu
menyemangati dan memberikan masukan-masukan demi selesainya skripsi
penulis ini.

Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan
jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas dan

Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
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10.

Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang
sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan
berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

Kepada teman-teman tedekat penulis Pedro Relian SH, Riyanty SH,
Hasan As’ari, Nanang Tio Andika, yang telah mensupport, dan
meluangkan waktunya untuk penulis dalam penulian Tugas Akhir ini.
Kepada semua teman-teman Illmu Hukum angkatan 2014 yang tidak bisa
penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama
perkuliahan.

Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih
banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan
saran yang membangun agar penulisan tugas akhir ini lebih baik lagi.
Semoga karya ini bermanfaat bagi yang membutuhkan dan memberikan

tambahan pengetahuan bagi pembaca.

11. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan

motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tidak

bisa disebutkan satu-persatu.
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PENDAHULUAN

= Latar Belakang Masalah

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku

S NIin Fjiw eydio yeH o

ofang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum

b

ié%’:lh mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu."
B’cﬂ:}bicara tentang Hukum perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain
Pasal 1313 KUHPerdata di atas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya
mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai
harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan
p@ak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.?

% Perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu hubungan hukum antara dua
p%ak atau lebih berdasarkan adanya kata sepakat serta menimbulkan akibat
ht_:_<s:[<um dan wanprestasi yang mengikat bagi para pihak®. Wiryono Prodjodikoro
m.g)_gmberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan

hﬁkum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak

LG uejng

! Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2000),

2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 2014), h. 102
% Anton Alberto, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Rumah Dalam
Perkara No. 98/Pdt.G/2013/PN.PBR (Studi Kasus), (Pekanbaru : UIR, 2015), h. 53
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be«I;anji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatau hal atau untuk tidak

A

mélakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.*

1d

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat seperti yang dikutip dalam buku

I e

A.ﬁirom Syamsudin Meliala, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu

N

pe@uatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk
mgi%imbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan undang-undang.’

Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan

d B)S

hugungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam
bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi
dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi
sesuai dengan yang telah disepakatinya.®

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan
secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari

kei:ﬁ;a belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa

1

™ .
unsur yaitu :

I

21. Essentialia, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian

I

itu persetujuan tersebut tidak mungkin ada

e

Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang harus ditentukan

sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur

* Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, (Bandung : Bale, 2012), h. 9

2 > A. Qirom Syamsyuddin Meliala, Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,
(Yogyakarta: Liberty, 2012), h. 8

® Salim HS, Hukum Kontrak, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2006), h. 27

M J1JeAg uejng jo A31sIaarupn d
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3. Accidentalia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan
didalam persetujuan, yang mana undang-undang tidak mengaturnya.’

Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau

Iw eydio y

Iel'jh orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal
kh%us. Dari depenisi yang di kemukakan di atas, secara jelas terdapat suatu
ke;mﬁ)epakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju utuk
melxaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya
hag dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas bahwa

unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang

2. Adanya persetujuan dua pihak

3. Adanya bentuk tertentu
Adanya prestasi yang akan dicapai
Adanya tujuan yang akan dicapai

Adanya surat-menyurat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian

tersebut.

ISIdATU) ag&w[s&_’aw}§

Perjanjian yang dibuat haruslah sah, maka untuk mengetahui bahwa suatu
pe“ﬁanjian itu sah, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang

dibliat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

uej

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas.

’ Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung:Alumni, 2005), h. 15
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eay

or,

& u

nery BXSNS NIN %!1w eydio yeHq @

B

Walaupun syarat sepakat ini sudah dirasakan atau sudah dianggap telah
dipenuhi, mungkin terdapat suatu kehilafan dimana suatu persetujuan yang
telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua
belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi
tidak, keadaan ini belum dijumpai bilamana terjadi kekilafan, perjanjian
yang timbul demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun akan tetapi pernah
kawin, tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat
pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada dibawah
pengampuan.

Sesuatu hal tertentu.

Maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam
perjanjian itu sudah ditentukan, jadi harus disebut macam, jenis dan
rupanya tanpa adanya penyebutan yang demikian adalah batal.

Sesuatu sebab yang halal.

Maksudnya adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri, sebab yang tidak halal

berlawanan dengan norma/kaidah, kesusilaan dan ketertiban.?

Dari syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok,

at pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai

g yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat

adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau benda yang

nery wigey pire

8 A. Qirom Syamsuddin, Op Cit, h. 10
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@
dipierjanjikan. Dari perjanjian tersebut timbul hubungan Hukum antara dua orang
atgu lebih tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu
pegkatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dalam bentuknya,
peﬁanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau
keganggupan yang diucapkan dan dituliskan.’

(cn Suatu perjanjian yang dirubah oleh notaris tanpa adanya kesepakatan

)

an@xara pihak Penggugat dengan Tergugat dan perbuatan ini dilakukan tanpa
digitahui oleh pihak Penggugat. Pihak Tergugat dan Notaris melakukan
perubahan akta dan merugikan kepentingan Penggugat. *°
Berdasarkan pasal 16 Undang-undang No 02 Tahun 2014 bahwa fungsi

seorang notaris diantaranya yaitu :
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta
Akta;
mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

° R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2012), h. 2
! % Hans C. Tangkau, Eksistensi Pasal 266 KUHP Dalam Mengatasi Pemalsuan Akta
Notaris, Jurnal, (Manado: Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi, 2007), h. 3
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Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan
sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta
tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi
lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan
tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga;

Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan
waktu pembuatan Akta setiap bulan;

Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
berikutnya;

mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada
setiap akhir bulan;

Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,

dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
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e.

f.

Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk
pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat
itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

Akta penawaran pembayaran tunai;

Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat
berharga;

Akta kuasa;

Akta keterangan kepemilikan; dan

Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari
1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama,

; dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI
-SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa
hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf | ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
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(7i>EPembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib
-dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena
5 penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya,

,:::dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta

Epada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8)(?Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap
w

o pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat

P

» dan jelas, serta penutup Akta.
e

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat

(7) Tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk

pembuatan Akta wasiat.

o

nery wisey] JIreAG uej[ng jo AJISIaATU) dTWER[SEIILIS

=

e

w

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan

m membuat surat gugatan, ketiga hal tersebut adalah :

Gugatan harus berisikan keterangan lengkap dari para pihak yang
berpekara, seperti umur, alamat, pekerjaan dan agama.

Dasar gugatan yang memuat tentang uraian kejadian dan uraian tentang
hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar
yuridis dari gugatan tersebut.

Didalam gugatan harus ada apa yang dimohonkan atau apa yang dituntut
oleh Penggugat supaya diputuskan oleh Hakim, isi dari pada tuntutan itu

adalah berupa :
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L .
wma. Primer atau tuntutan pokok
=
gb. Subsidier atau tuntutan pengganti, apabila tuntutan pokok ditolak oleh
S . 11
hakim.
3 akim
Z Dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR perkara bahwa Penggugat

adéah PT. Bonita Indah dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat
(I\Eétaris Neni Sanitra), Turut Tergugat | (Bonar Saragi) dan Turut Tergugat Il
(I\Eéngapul). Adapun duduk perkara gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri
Pe&anbaru karena Penggugat diundang oleh PT. Chevron Pacific Indonesia untuk
mengikuti tender pengadaan 210 (dua ratus sepuluh) unit mobil, namun karena
Penggugat mengalami keterbatasan modal, sehingga Penggugat melakukan
kerjasama dengan Para Turut Tergugat dengan membuat suatu perjanjian
kerjasama dihadapan Tergugat sebagai Notaris. Namun tanpa sepengetahuan
Penggugat, Para Turut Tergugat melakukan perubahan akta perjanjian yang

W
diﬁkukan oleh Tergugat dan akibat perbuatan Tergugat serta Para Turut Tergugat,
"

Pefggugat mengalami kerugian, dikarenakan adanya perbuatan Tergugat dan Para

e

=

Turut Tergugat melakuan perubahan terhadap isi dari Akta Autentik, dimana Akta
=

A@entik tersebut berisi perjanjian antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat.
m

Paﬂahal Akta Autentik tersebut sudah dibuat dihadapan Tergugat sebagai Notaris

yaB:g berdomisili di Pekanbaru, dan dalam uraian isi Akta Autentik tersebut diatas,

S

je@ menempatkan Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan kepentingan

e

hufgumnya masing-masing, sehingga gugatan Penggugat layak untuk diajukan ke

Pengadilan.

1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung : Alumni, 2014),

nery wisey %m(é—u
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Penggugat dihadapan Tergugat sebagai Notaris/PPAT pada tanggal 30

LI NEH O

Maret 2011 membuat Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama dengan Turut

e)d

Te_:rggugat | dan Turut Tergugat Il. Adapun Minuta Akta Notaris nomor 149
Peﬁanjian Kerjasama tersebut di pegang oleh Tergugat selaku Notaris pejabat
yagg berwenang mengeluarkannya, dimana Penggugat tidak menerima salinan
teﬁgebut dan telah pula berkali-kali menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat
tetf;;p kukuh menyatakan telah memberikan kepada Penggugat salinannya. Namun
digemudian harinya setelah Penggugat menerima salinan akta tersebut ternyata
Tergugat telah merubah isi Pasal 4,6,8,9 dalam Minuta Akta Notaris nomor 149
tersebut tanpa direnvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian,
karena pada perubahan tersebut tidak ada paraf para pihak (dalam hal ini
Penggugat dan Turut Tergugat | dan Turut Tergugat II).

Berdasarkan salinan Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama

yary telah dirubah tersebut kemudian dipergunakan oleh Turut Tergugat | dan

e

Tukut Tergugat Il untuk menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

[SE23

de%gan gugatan Wanprestasi dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2011/PN.PBR
tarsgal 14 September 2011 dan atas gugatan Turut Tergugat | dan Turut Tergugat
I :&rsebut maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan tertanggal
105April 2012 yang menyatakan Penggugat harus membayar ganti rugi kepada
TLEht Tergugat | dan Turut Tergugat Il sebesar Rp. 1.249.506.500,-(satu milyar
du:'g ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) serta

w\n
<
ditetapkan sita jaminan atas empat unit mobil operasional Penggugat di proyek

J

PTZ= Chevron Pacific Indonesia yaitu satu unit kendaraan jenis Toyota Fortuner

SE

nery wi
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©
T

YX59 (2,7 VAT) BM 1481 JH dan tiga unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pajero
=

spgrt 2.5D GLX (4x4) MI/T masing-masing dengan nomor polisi BM 1224 JH,

1225 JH dan BM 1226 JH, dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

w
Wy d

PeEanbaru Nomor 88/Pdt/2012/PT.PBR dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor
28§7 K/PDT/2013 dan atas ditetapkannya mobil tersebut statusnya sebagai Sita
Jaéljinan yang diputuskan  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  Nomor
13§/Pdt/G/2011/PN.PBR tanggal 10 April 2012 oleh karena perbuatan Tergugat
akgiatnya Penggugat mengalami kerugian atas pembatalan kontrak oleh PT.
Chevron Pacific Indonesia yang seharusnya berakhir sampai 2014 atas operasional
empat unit mobil milik Penggugat dengan total kerugiannya sebesar Rp.
829.168.866,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan

ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Penggugat berusaha membuktikan perbuatan Tergugat merubah Minuta

>
52

Notaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama dengan melaporkannya kepada

A
[sgaje

a Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru nomor surat

JIEL’

.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2012, kemudian Majelis Pengawas Daerah

&

ris Kota Pekanbaru menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada Majelis

gawas Wilayah Notaris Provinsi Riau hingga keluar putusan nomor surat

o
1sSar

5

TS/MJ/PWN.Prov  Riau/X1/2012 tanggal 9 November 2012 yang

menyatakan,” Notaris Neni Sanitra, (Tergugat) bersalah merubah isi Minuta Akta

s jo

Netaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama tanpa sepengetahuan para pihak

S

-
(Penggugat, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat I1”.

nery wisey J
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©
T
o  Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Riau yang
=
mgna terhadap laporan perkara tersebut Tergugat telah terbukti secara sah dan

m@akinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ‘Pemalsuan Akta Autentik
beﬁﬁasarkan Putusan Mahkamah Agung Rl dengan Nomor 1003 K/ Pid/2015;
24§Bahwa Tergugat juga sudah mengakui langsung melalui pernyataan tertulis
te&)anggal 03 Juli 2011 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tergugat,

)

dia—ana menyatakan Tergugat telah merubah Akta Autentik dan akibatnya
digjnakan untuk menguntungkan Para Turut Tergugat.

Bahwa perbuatan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindakan
pidana Pemalsuan Akta Authentik berdasarkan putusan Mahakamah Agung RI
Nomor 1003/K/PID/2015 yang mana akta authentik tersebut adalah Minuta Akta
Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Para Turut
Tergugat. Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan perbuatan yang disebutkan
di{l‘fhs, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka selayaknya Para
Tei;gugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan
Pe_%guatan Melawan Hukum. pasal 1365 KUHPerdata harus menanggung beban

at§ semua kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur

oFjrsiaa

wa dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan “Tiap perbuatan yang

98]

nggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

3
i J

oe

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan
wn

<
kefugian tersebut.” Dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur

I

sefagai berikut:

7}

nery w
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a. Adanya Perbuatan;
b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku;

d. Adanya Kerugian Bagi Korban; dan

@

Adanya Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat

BYSNS NIN Y!1w e}dido yeH @

seagaimana yang penulis jelaskan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja
atgupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi
Penggugat, untuk itu maka penulis tertarik melakukan penelitian dibidang karya
ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Perbuatan
Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris.”

B%Batasan Masalah

Jika ditafsirkan dari judul penelitian maka dapat disimpulkan bahwasanya

ISI @

an penelitian ini merupakan kajian disiplin ilmu hukum bisnis. Dikarenakan

x
rre

le

=2

mengkaji tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena

I

DA

mérubah akta perjanjian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

K318

Tentang Notaris pada Notaris Neni Sanitra. Untuk lebih terarah dalam penulisan

n

HG jo

maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti yaitu tentang

il

perbuatan melawan dalam merubah akta oleh notaris.

nery wisey| jireiAg
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T
CwoRumusan Masalah

A

e1dio

penu

nNely BXSNS NIN

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka

lis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena
Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Notaris ?

Apa Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang
Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian

yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1.

AJISI2ATU) DTWR[S] 318}

n

115 JO ¢

ue}|

nery wisey| jireiAg

e

1.

Untuk Mengetahui Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris
Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Notaris

Untuk Mengetahui Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan

dalah sebagai berikut:

Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum bisnis
khususnya mengenai hukum khususnya dalam hal perbuatan melawan

hukum.
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HO

2. Untuk dapat mendatangkan manfaaat bagi peneliti yang akan
memperdalam kajian dalam hukum Perdata, dan juga para mahasiswa/wi

lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

%l!w e3dio y

E.=Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :
Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah

d BASRES NIN

peaéélitian normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat
mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga
dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Menurut Bagir
manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum
yang ada.'® Menurut Haryono, suatu penelitian normatif tentu harus mengunakan
pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.13

[S] 23e

Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif

ol

anél_itis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran

segra rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono
Sc{ékanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah
su"gu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang
m%usia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas

hiﬁ’otesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru tentang

jiyedg

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuiji, Penelitian hukum Normatif: Suatu tinjauan
Singkat,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 13

3johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitan Hukum Normatif, Bayumedia
Publisshing, Malang, 2010, hal. 302

S

neny
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©

ped:ncegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang
=

méngakibatkan kematian.**

1d

;. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah menjelaskan secara singkat

genai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah

3
BS NSN A

Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

S

Neotaris Pada Notaris Neni Sanitra.

N&ld

. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder
yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam
penelitian ini yaitu terdiri KUHPerdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berhubungan dengan penelitian penulis.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi
untuk menambah/memperkuat dan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer berupa skripsi (penelitian-penelitian terdahulu),
jurnal, makalah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk
memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti kamus hukum, dan media internet sebagai bahan

penunjang informasi dalam melengkapi data dalam penelitian ini.

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hal.10

nery wigey] jrreAg uejng ;oé(usmz\gun JIWER[S] 183§
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Analisis Data

Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif

e}1d10 YRH @

eng)lris yaitu dengan menganalisis data seeara kualitatif dengan cara menganalisis
ba__ﬁén-bahan hukum yang telah terkumpul dan mengelolah secara sistematis.
Si%matisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut
deggan mengunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan
deggan menganalisis data berdasarkan pandangan teori dan bahan hukum yang
adgmaka dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat dikemukakan yang perlu dalam
penelitan ini.
5. Penarikan Kesimpulan
Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode

deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap

hal-hal yang bersifat umum.

S

F.=Sistematika Penulisan

E— Agar dapat mengetahui lebih jelas dari penelitian ini, berikut dijabarkan
8
su's-élnan sistematika penulisan :

(o8]

nery wisey] jireAg uejng jo AjrsraBPu

(ov]

PENDAHULUAN.
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penelitian.
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GAMBARAN UMUM KASUS PERKARA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang para pihak dalam
perkara No0.247/PDT.G/2016/PN.PBR, dan duduk perkara No
247/PDT.G/2016/PN.PBR

TINJAUAN UMUM TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori perbuatan melawan hukum, teori tinjauan
tentang perjanjian,tinjauan umum tentang notaris.

HASIL PENELITIAN

Bab ini Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris kaena
merubah akta perjanjian berdasarkan UU No 2 tahun 2014 tentang
notaris, dan sanksi hukum terhadap perbuatan melawan hukum..
PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya

ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

I

~
LAMPIRAN
2

nery wisey] JireAg uejng jo A3jrsIaArun
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GAMBARAN UMUM KASUS PERKARA

1di1o YeH ©

A@Jara Pihak Dalam Perkara No. 247/PDT.G/2016/PN.PBR

PT. Bonita Indah, berkedudukan di Jin. Laban RT/RW.02/08 Kel. Labuh

A1

B@ Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada
Ecgrz/ar Banner Purba,SH, beralamat di Jalan Gajah Mada Tiban City Square Blok
AZDX No. 6 Tiban Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan
sugt kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1229/
SK/Pdt/2016/PN.Pbr tertanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat, mengajukan gugatan terhadap Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn.,
bertempat Tinggal di JI. Nangka Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya Tommy Karya SH.,M.H. dan Yusril Sabri berdasarkan Surat Kuasa
K@sus tertanggal 09 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum

Pe-:ngadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 33/SK/Pdt/2017/PN.Pbr

terfanggal 10 Januari 2017 disebut Tergugat.

2]

g Tuan Bonar Saragi, beralamat di Jalan Pramuka Komplek Panorama

e

<

Tdinan Raya RT.002 RW.004 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir
1)

K@a Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya E.

Sadgur, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2016 yang

—
=

tefah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah
wn

=
register No. 1405/SK/Pdt/2016/PN.Pbr tertanggal 22 November 2016 disebut

I

Tufut Tergugat .
7]

nery wi
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©
T
» Tuan Mangapul, beralamat di Jalan Melur No. 71 RT.03 RW. 03
=
Kggurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam

hagini diwakili oleh kuasa hukumnya Sangur, S.H. berdasarkan  Surat Kuasa

K@sus tertanggal 07 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
=

ngm Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1405/SK/Pdt/2016/

Pl\ber tertanggal 22 November 2016 disebut Turut Tergugat 1.
w

=

B.;)-puduk Perkara No. 247/PDT.G/2016/PN.PBR

- Penggugat bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT | dan TURUT
TERGUGAT Il datang menghadap TERGUGAT sebagai Notaris/PPAT pada
tanggal 30 Maret 2011 dan membuat Akta Notaris nomor 149 Perjanjian
Kerjasama. Bahwa Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama tersebut
di pegang oleh TERGUGAT selaku Notaris pejabat yang berwenang
mengeluarkannya, dimana PENGGUGAT tidak menerima salinan tersebut dan
telgh pula berkali-kali menanyakan kepada TERGUGAT tetapi TERGUGAT tetap
mgt:Jyatakan bahwa TERGUGAT telah memberikan kepada PENGGUGAT
sag,nan dari Akta tersebut. Namun di kemudian hari setelah PENGGUGAT
mé:)erima salinan akta tersebut ternyata TERGUGAT telah merubah isi pasal
4,%8,9 dalam Minuta Akta Notaris nomor 149 tersebut tanpa dihadiri oleh para
piklfﬁk yang ikut menandatangani perjanjian, karena pada perubahan tersebut tidak
adéparaf para pihak (dalam hal ini PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I

&
daE-JTURUT TERGUGAT II).

Berdasarkan salinan Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama

A jrae

&

yaiig telah dirubah tersebut kemudian dipergunakan oleh TURUT TERGUGAT |

nery wi
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©
T
dad TURUT TERGUGAT Il untuk menggugat PENGGUGAT di Pengadilan

x
N%eri Pekanbaru dengan gugatan WANPRESTASI dengan nomor perkara
13g/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 14 September 2011, dan atas gugatan TURUT
Té_E:{GUGAT I dan TURUT TERGUGAT Il tersebut maka Pengadilan Negeri
Peganbaru mengeluarkan putusan tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan
PI%)RIGGUGAT harus membayar ganti rugi kepada TURUT TERGUGAT 1 dan
T@RUT TERGUGAT Il sebesar Rp. 1.249.506.500,-(satu milyar dua ratus empat
pugjjh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) serta ditetapkan sita
jaminan atas empat unit mobil operasional PENGGUGAT di proyek PT. Chevron
Pacific Indonesia yaitu satu unit kendaraan jenis Toyota Fortuner YX59 (2,7
VAT) BM 1481 JH dan tiga unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pajero sport 2.5D
GLX (4x4) M/T masing-masing dengan nomor polisi BM 1224 JH, BM 1225 JH
dan BM 1226 JH, dan putusan ini pun dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Pekanbaru No. 88/Pdt/2012/PT.PBR dan putusan Mahkamah Agung R No 2807

K/RDT/2013.
2 Menurut PENGGUGAT dengan ditetapkannya mobil tersebut statusnya

2]

Si@ Jaminan yang diputuskan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor

A

13§/Pdt/G/2011/PN.PBR tanggal 10 April 2012 oleh karena perbuatan
T%GUGAT akibatnya PENGGUGAT mengalami kerugian atas pembatalan
kog‘trak oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang seharusnya berakhir sampai
2024 atas operasional empat unit mobil milik PENGGUGAT dengan total

w\n
ke?;ugiannya sebesar Rp. 829.168.866,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta

J

sefatus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

7}
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©
T
»  PENGGUGAT berusaha membuktikan perbuatan TERGUGAT merubah
=

Mgnuta Akta Notaris No. 149 Perjanjian Kerjasama dengan melaporkannya
®

kegada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru nomor surat
WiMPDN.O?.Ol-lG?? tanggal 10 Juli 2012, kemudian Majelis Pengawas Daerah
N(Earis Kota Pekanbaru menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada Majelis
Pe;cl(fgawas Wilayah Notaris Provinsi Riau hingga keluar putusan nomor surat
OZ@TS/MJ/PWN.Prov Riau/X1/2012 tanggal 9 November 2012 yang
me;IIJiyatakan,” Notaris Neni Sanitra, S.H. (TERGUGAT) bersalah merubah isi
Minuta Akta Notaris No. 149 Perjanjian Kerjasama tanpa sepengetahuan para
pihak (Penggugat, TURUT TERGUGAT | dan TURUT TERGUGAT II”.

Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Riau yang
mana terhadap laporan perkara tersebut Tergugat telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PEMALSUAN AKTA
A@FENTIK “perdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI dengan
No::nor 1003 K/ Pid/2015, dan Tergugat juga sudah mengakui langsung melalui
pe_%]yataan tertulis tertanggal 03 Juli 2011 yang ditulis tangan dan ditandatangani
olé—iﬂ Tergugat, dimana menyatakan Tergugat telah merubah Akta Autentik dan
akibatnya digunakan untuk menguntungkan Para Turut Tergugat.

Perbuatan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana

Qo
“PEMALSUAN AKTA AUTHENTIK “ berdasarkan putusan MAHAKAMAH

1

AGUNG RI Nomor 1003/K/PID/2015 yang mana akta authentik tersebut adalah
w\n

=
Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Para

-

Tufut Tergugat.

7}
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©
T
o  Tindakan TERGUGAT melakukan perbuatan yang disebutkan diatas,
=
mgngakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT maka selayaknya PARA

TI%QGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan
Peﬁnuatan Melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 30
Taiun 2004 tentang Notaris menyatakan, “suatu akta menjadi batal demi hukum
dagat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
pegggantian biaya, ganti rugi dan Bunga kepada Notaris.”, dan pasal 1365
Klgi-lPerdata harus menanggung beban atas semua kerugian yang timbul akibat
perbuatan hukum yang dilakukannya dan selain itu sepatutnya Tergugat dan Para
Turut Tergugat melakukan instropeksi agar perbuatan yang dilakukannya tidak
terulang dimasa mendatang dan juga memohon maaf kepada PENGGUGAT.
Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur
Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan “Tiap perbuatan yang
mghnggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yagg menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan

kerugian tersebut.” Dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur

2]
sebagai berikut:

[
~

Adanya perbuatan;

Aj1s13aA

N
~

Perbuatan tersebut melawan hukum;

N

Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

N

Adanya kerugian bagi korban;

N

Aanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

nery wisey ;por;l/(g uejng jo
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3 ¢

) BAB 111

=

g- TINJAUAN UMUM TEORITIS

o

3
A.;:Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

(=

= Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebenarnya sudah dikenal sejak
me(fwusia mengenal hukum dan telah dimuat dalam kitab hukum tertua yang pernah

w

dihxenal sejarah yaitu Kitab Hukum Hammurabi (dibuat lebih dari empat ribu

o

ta@n yang lalu). Dalam kitab tersebut diatur mengenai akibat hukum sesorang
yang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong dalam perbuatan
melawan hukum.

Perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum di negeri Belanda
sangat berpengaruh didalam perkembangan di Indonesia karena kaidah hukum di
sana berlaku bagr negeri jajahannya berdasarkan azas konkordansi termasuk
Ingbnesia. Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum
mequalami perubahan dalam tiga periode sebagai berikut™ :

Periode sebelum tahun 1838

Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi Burgerlijk
Wetboek (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.

Periode antara tahun 1838 -1919

Pada periode ini di negeri Belanda telah terbentuk kodifikasi BW,

sehingga berlakulah ketentuan Pasal 1401 BW yang sama dengan

se) juredg uejng jo Aj1sraarun orwre|

> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 2010, h.

N
w

nery wol
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ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai
perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang ditafsirkan
sebagai berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang
merugikan orang lain baik yang disengaja maupun yang merupakan
kelalaian.

Periode setelah tahun 1919

Periode ini merupakan dasar dan permulaan pengertian baru perbuatan

melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi terhadap paham

nery exsns NIN %!iw eydio yeHq @

kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang hanya memandang aturan

tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum.

Perubahan yang terjadi adalah dengan diterimanya penafsiran luas tentang
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung)
neg&eri Belanda terhadap kasus Lindenbaum Versus Cohen. Kasus tersebut
m%upakan kasus mengenai persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis,
dig-ana perusahaan Lindenbaum dan Perusahaan Cohen saling bersaing dalam
bic(?:éng percetakan. Dengan maksud menarik pelanggan Lindenbaum maka
pe:msahaan Cohen memberikan berbagai macam hadiah kepada pegawai
Liﬁdenbaum agar pegawai tersebut memberitahukan kepada perusahaan Cohen
saénan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada

wn

s
ma_;yarakat serta memberitahu nama orang-orang yang mengajukan order

nery wisey| jrreAg u
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©

T
kepadanya, tindakan tersebut kemudian ketahuan dan digugat melalui pengadilan
=

O
Arasterdam.!®
©

Pengadilan Amsterdam yang memeriksa kasus tersebut kemudian

w ey

mg_fhutuskan bahwa perbuatan perusahaan Cohen tersebut merupakan perbuatan
m%wan hukum. Meskipun di tingkat banding perusahaan Cohen tersebut
di?(:)ajenangkan dengan alasan tidak ada satu pasalpun dari peraturan perundang-
urgangan yang berlaku dilanggar oleh perusahaan Cohen, akan tetapi ditingkat
kagisi oleh Hoge Raad akhirnya perusahaan Cohen dinyatakan telah melakukan
perbuatan melawan hukum, karena pengertian perbuatan melawan hukum bukan
hanya melakukan pelanggaran undang-undang tertulis tetapi meliputi juga
perbuatan :

a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum

b. Yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

i.:,t. Yang bertentangan dengan kesusilaan

i.:d. Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk

;_ memperhatikan kepentingan orang lain.*’

A

g Dengan demikian sejak putusan Hoge Raad Belanda tersebut maka
pe§gertian perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang
be%entangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku tetapi

termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat. Sedangkan

"85 jo

istilah penguasa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 66 Tahun 1952
wn

=
disebut sebagai pemerintah dan menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

% 1bid., h. 25
7 Ipid., h. 5

nery wisey J
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©

83{‘§ tahun 1970 disebut sebagai penguasa, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1
ar@ka 6 Jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah
dilgbah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata
Us,%ﬁa Negara disebut sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan
pegerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
peéjgertian tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam
Iirgkungan eksekutif di bawah presiden akan tetapi termasuk juga badan/pejabat
Iaigyang melaksanakan urusan pemerintahan.

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk
pada ketentuan KUHPerdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti
ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma yang tercantum dalam
KUHPerdata. Lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan

hukum yang sudah lengkap.*®

Oleh karenanya substansi perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata,

183§

o — .
Se@antlasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerdata. Oleh karena itu

—

pefbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan

mgalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata. diatur
=

dafam buku Il tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang
1)

befasal dari Eropa Kontinental. sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal-

J

paal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

= Perbuatan melawan hukum, pada awalnya memang mengandung
w\n
<

peRgertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang

8 Ibid., h. 6

nery wigey J
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©

diainut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang
begentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan
kag lain bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sama dengan
mg_Tawan undang-undang (onwetmatige daad). Aliran ini ditandai dengan Arrest
Hée Raad 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine. Perkara bermula
daa(é; seorang pedagang menjual mesin jahit merek “Singer” yang telah
dis;gmpurnakan. Padahal mesin itu sama sekali bukan produk Singer. Kata-kata
“Sg;iger” ditulis dengan huruf yang besar, sedang kata-kata yang lain ditulis kecil-
kecil sehingga sepintas yang terbaca adalah “singer” saja. Ketika pedagang itu
digugat di muka pengadilan Hoge Raad antara lain mengatakan bahwa perbuatan
pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena tidak setiap
tindakan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan tata krama dalam
masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.*®

Pada putusan berikutnya, Hoge Raad berpendapat sama dalam kasus

hense Juffrouw. Perkara yang diputuskan tanggal 10 Juni 1910 itu bermula

SEIILIS

Vi

o (o
lﬁh JI%L’[

 sebuah gudang di Zutphen. Iklim yang sangat dingin menyebabkan pipa air

m gudang tersebut pecah, sementara kran induknya berada dalam rumah di

f—P
B AT

kat atas. Namun penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi

intaan untuk menutup kran induk tersebut; sekalipun kepadanya telah

Q_'O

£s gear'g; yo3uts

askan, bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk, akan timbul kerusakan

U

r pada barang yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air. Perusahaan

as n3| telah membayar ganti kerugian atas rusaknya barang-barang tersebut dan

¥ Ipid., h. 6
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@
se%njutnya menggugat penghuni tingkat atas di muka pengadilan. Hoge Raad
mgmenangkan tergugat dengan alasan, bahwa tidak terdapat suatu ketentuan
ungang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat atas tersebut untuk mematikan
krg_—qﬁ induk guna kepentingan pihak ketiga. Dengan kata lain Hoge Raad di
Be%mda memandang perbuatan melawan hukum secara legalistis.

(cn Pemandangan legalistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan

)

p@san Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum yang
digénal sebagai drukkers arrest. Pada perkara ini Hoge Raad mulai menafsirkan
perbuatan melawan hukum secara luas. Dalam perkara ini, Cohen seorang
pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk
memberikan copy pesanan dari langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini

sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke

perusahaan Cohen.”

1S

= Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti
keiﬁ;gian kepadanya. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri
(r;éhtbank). Pengadilan Tinggi (Hof) sebaliknya membatalkan keputusan
Pe_E:gadiIan Negeri dengan pertimbangan bahwa sekalipun karyawan tersebut

<
mgakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yakni telah

o v

m?ganggar suatu kewajiban hukum, namun tidak berlaku bagi Cohen karena

s

undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah

méanggar hukum. Hoge Raad membatalkan keputusan Hof atas dasar
wn

=
peHimbangan, bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang

2 |pid., h. 7
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©

pedzxrbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dipandang secara sempit
=

se@ngga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara
Iariésung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang
tid§k dilarang oleh undang-undang sekalipun perbuatan-perbuatan ini
begentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam pergaulan
m%)yarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

=
©  Dengan adanya arrest ini maka pengertian perbuatan melawan hukum

me;IrJijadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya
perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan (b) melanggar hak subyektif
orang lain, tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis,
yaitu kaedah yang mengatur tata susila, (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau

te@?adap harta benda warga masyarakat.21

ST 23

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan

hug_um, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah

~

hugum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan.

<
Fagta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah

o v

hugum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang

s

mehimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya

dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Kriteria

21 |pid., h. 8
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T
pettama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan Kriteria ketiga

=

dag-keempat berhubungan dengan hukum tidak terulis.

h

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan
harus dipenuhi empat unsur, yaitu®:

Er moet een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan perbuatan);

Die daad moet onrechtmatig zijn (perbuatan itu harus melawan hukum);
Die daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht (perbuatan itu
harus menimbulkan kerugian pada orang lain);

De daad moet aan schuld zijn te wijten (perbuatan itu karena kesalahan
yang dapat ditimpakan kepadanya).

Sejalan dengan Hoffman, Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa

Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan

melawan hukum adalah sebagai berikut:

(i

U dIwej[sy aje

AJISIDAT

&

e

w

Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang
bersifat poitif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku
berbuat atau tidak berbuat;

Perbuatan itu harus melawan hukum;

Ada kerugian;

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan
kerugian;

Ada kesalahan:?

) jriedg uejng jo

22 Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum

Pidana Indonesia, (Bandung : Alumni, 2012), h. 34

nery wi

22 Munir Fuady, Op.Cit, h. 9
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©
ni Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan
hugum tersebut, yaitu sebagai berikut**:
15 gAdanya Suatu Perbuatan
;_':: Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si
=

Epelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini
gjdimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu
w

S—(pasiﬂ. Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur
g;‘persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur ‘“causa yang
diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak™.
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak
tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-
luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);
Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat
untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de

zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzein

van ander person of goed).

24 |pid., h.10-11
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HO

3.wAdanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan

1d19 Y

Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada

I e

—pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldement) dalam

N

Emelaksanakan perbuatan tersebut. Dengan dicantumkannya syarat kesalahan
(cndalam Pasal 1365 KUHPerdata, pembuat undang-undang berkehendak
w

S—menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung

gawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat
dipersalahkan padanya.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan

sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut® :

o

Ada unsur kesengajaan;

Ada unsur kelalaian (negligence, culpa); dan

b

Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond),
seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
Terdapat tiga aliran terhadap persyaratan unsur “kesalahan” di samping

: .26,
r “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, yaitu “°:

c

nery wisey jireAg uejng jo A;gs@:mgun dTWIe|s

a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja;
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum
terutamadalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di

dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap

2 |bid., h.11
26 |pid., h.12-13



AvIY vasns N

‘nely eNsnS NiN uizi eduey undede ynuaq wejep iUl sin) eAsey yninjes neje uelbeqas yeAueqiadwaw uep uewnwnbusw Buele)iq “z

‘nery eysns NN Jefem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepny uedynbuad °q

‘yejesew nyens ueneluy neje yuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| efiey uesinuad ‘ueniiduad ‘ueyipipuad uebunuadaey ynjun eAuey uedynbuad ‘e

JJaquins ueyingaAuswu uep ueywnjuesuaw edue) 1w sin) eAIey yninjas neje ueibeqges dynbuaw Buesejq 'y

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e1di) jey

nely eYsng NIN Y 1w ejdio yeq @

nery wisey] JireAg uejng jo Ajrsraarun JTWER[S] 213§

o

35

suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut
oleh VVan Oven.

Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja; Aliran ini
menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga
unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak
diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan
melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Van
Goudever.

Aliran yang menyatakan diperlukan baik unsur melawan hukum
maupun unsur kesalahan. Aliran ini mengajarkan bahwa suatu
perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum
dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum
saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran

ini dianut oleh Meyers.

Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar

gugatan berdasarkan tentang perbuatan melawan hukum dapat

dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya

mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan

hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep

kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.
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5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

nely exsng NN ! lw ejdioy

nery wisey] JireAg uejng jo AJISIaAru) dIwe[sy ajejg

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang

terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk

hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu (a) teori hubungan

faktual dan (b) teori penyebab kira-kira.

a. Teori Hubungan Faktual
Hubungan sebab akibat secara factual (causation in fact) hanyalah
merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi.
Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat
merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak
akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang
perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut
dengan hukum mengenai “sine qua non”. Von Buri merupakan salah
satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran
akibat faktual ini.

b. Teori Penyebab Kira-Kira
Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen
kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah
konsep proximate cause atau sebab Kkira-kira. Proximate cause
merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak
pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan
hukum. Kadang-Kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan

istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.
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T : .
»  Mencermati tentang perbuatan melawan hukum yang terjadi dengan

A

mgrubah akta Notaris tanpa sepengetahuan para pihak mengakibatkan
m%gakibatkan gradasi akta menjadi akta dibawah tangan karena akibat perbuatan
méubah akta tersebut adanya tindakan yang dianggap nyata sebagai kesalahan.
Atgnya perbuatan pihak-pihak yang sengaja merubah akta autentik termasuk
noén(.tgris yang bersangkutan merupakan kesalahan dan apabila perbuatan tersebut
telgabung pada pidana karena notaris dalam menjalankan tugasnya telah
me;xrjigangkat sumpah jabatan. Munir Fuadi menyatakan, unsur kesalahan dianggap
ada, jika memenuhi salah satu di antara 3 (tiga) syarat sebagai berikut®’ :

1. Ada unsur kesengajaan;

2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa); dan

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas
(te%ijapat kelalaian dan kesengajaan) dan kesalahan dalam arti sempit (hanya
beiﬁ;pa kesengajaan). Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan
mé:_awan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan
te@ntu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya
seéeorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan,

o v

béﬁwa seseorang itu tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu

s

tahli hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu

keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.

2" |pid., h.14
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L .
o  Dicantumkannya syarat kesalahan dalam perbuatan melawan hukum.

A

Pegnbuat Undang-Undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan
mgawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya
apibila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Vollmar menyatakan
baglva pembuat undang-undang menerapkan istilah schuld (kesalahan) dalam
begjerapa arti yaitu :

a. Pertanggungan jawab si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang

nely eys

ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan; dan
c. Sifat melawan hukum.

Dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan
melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang
dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang
dilékukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika
segaorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingannya
se%;liri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum

A

ter‘§-ebut dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar

S 28
kelalaian belaka.

7]

—

1.‘§<esengajaan Dalam Unsur Kesalahan

J

& Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila

jn

o
)
oe

gan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menibulkan

S

3L

kopsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban

28 |bid., h. 45-46
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T
meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari
=

kogban tersebut. Van Bemmelen dan Van Hattum telah mengemukakan adagium
“tgda hukuman tanpa kesalahan” dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium
teéébut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggungan gugat
atg akibat-akibat daripada perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan
at@(a.t(ijj sebagaimana dikemukakan oleh Meyers bahwa perbuatan melawan hukum
meﬁgharuskan adanya kesalahan (een onrechtmatige daad verlangt schuld).?

g Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra adalah perbuatan
yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tanpa sepengetahuan oleh pihak
penggugat dimana perbuatan melawan hukum tersebut, adanya unsur kesengajaan
dianggap eksis dalam suatu tindakan manakalah memenuhi elemen-elemen

sebagai berikut™®:

a. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan;

&

Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan

saja; dan

@

Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan
konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan

tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud (intent)

o

pihak pelakunya. Dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh

oo
Agumgﬁng jo AJISI3ATU) dDTWR[S] dj®

ya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” memintakan agar hukum

2° Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2014), h.

% Munir Fuady, Op.Cit., h. 47

(o2}
(o0
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Ieb:ﬁ1 memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini

=

hug(um lebih menerima pendekatan yang “objektif”. Artinya, hukum lebih melihat
kegada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa
mg_isud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap
mésyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut. Semakin berkembangnya
pe&&:adaban manusia dan dengan semakin baik dan pastinya penegakan hukum
telgadap perbuatan melawan hukum, maka fakta sekarang menunjukkan bahwa
kughtitas dari kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesengajaan
semakin berkurang dan sebaliknya kuantitas perbuatan melawan hukum dalam
bentuk kelalaian semakin bertambah banyak, seirama dengan semakin bertambah
banyaknya kasus tentang tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability).*
Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus

dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdata.

méﬁnuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi.

2]}

Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat

S

—

3]

diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti

ke@gian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam
=

méhentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan
1)

kéf;;entuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata., melainkan paling tinggi

J

ket€ntuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. secara analogis. Sehubungan dengan

%1 Ibid., h. 46-48
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hail_{: tersebut ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 KUHPerdata. tidak dapat

=

dit%rapkan untuk perbuatan melawan hukum karena®:

1d

a. Pasal 1247 KUHPerdata, mengenai “perbuatan perikatan” yang berarti

w e

bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedang perbuatan
melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan;
Pasal 1250 KUHPerdata, membebankan pembayaran bunga atas
penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan

pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan

nely ejxsns NinN 3!t

melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran

uang tepat pada waktunya.

Beberapa ahli hukum perdata merumuskan tentang schade sebagai suatu
“penyusutan dari pemuas kebutuhan”. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan

melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan (vermogensschade) atau
W

kegjgian yang bersifat idill. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas

kel_’g’ayaan yang berupa kerugian uang. Hakim berwenang untuk menentukan
=

beFapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut
=

gaﬁti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Tiap perbuatan melawan hukum
tid:ék hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan

e

keFugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan
wn

ke?;enangan hidup. Mengenai penggantian kerugian idill, Hoge Raad dalam

—

kegutusan tanggal 21 Maret 1943 dalam kasus W.P. Kreuningen vs. Van Bessum
~
cs;,;belumlah memutuskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum pada

32 Ipid., h. 53
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3 &
uraumnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. diwajibkan mengganti kerugian
=
id@l. Maka konsekuensi dari arrest tersebut menurut Rutten ialah bahwa dalam
m%erapkan Pasal 1365 KUHPerdata. juga dapat dituntut penggantian kerugian
idﬁ dengan catatan akan diperhitungkan ex aequo et bono (menurut kelayakan
c -
dagkewajaran).
(cn Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan

)

caﬁxa merubah isi akta notaris sudah menimbulkan kerugian yang diderita oleh
Pegggugat, untuk itu perbuatan tersebut haruslah diminta pertanggungjawababnya
kepada Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat.
Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata. kerugian yang disebabkan
karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian
yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat
diharapkannya (gederfdewinst). Maka itu dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan
mghwan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, maupun
kegntungan yang dapat diharapkan diterima. Mengenai penggantian atas
ke?_ntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya tidaklah semudah
A
di@rkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Besarnya
gaéti kerugian ditetapkan dengan penafsiran di mana diusahakan agar si penderita

o v

seganyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan

J

mefawan hukum.
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2.aHubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian.®

1d12 Y8H ©

Ajaran kausalitas juga penting dalam hukum perdata guna meneliti adakah
hu§ungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang
dlgg:nbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Teori yang
ter%enal ialah teori conditio sine qua non dari VVon Buri. Teori ini melihat bahwa
tiafp(f—tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah
m;—njadi sebab dari akibat. llustrasinya sebagai berikut: A memukul B sehingga
me;IrJidapat luka ringan pada kulitnya yang tidak akan mengakibatkan matinya B.
Akan tetapi B membutuhkan pertolongan dokter kemudian B berjalan kaki menuju
rumah dokter. Ditengah perjalanan B ditabrak mobil C yang menimbulkan luka
berat yang menyebabkan B mati seketika. Menurut ajaran Von Buri maka
perbuatan A memukul B yang menimbulkan luka ringan harus dianggap sebagai
syarat matinya B setelah menderita luka berat karena ditabrak mobil C tersebut.
Olgh karena terlalu luas ajaran VVon Buri maka ajaran tersebut tidak digunakan
daii;m hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Kemudian muncul teori
adgquate (adequate veroorzaking) dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa

pe&uatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah

<
pefbuatan yang seimbang dengan akibat.

A31s

Kekuatan teori ini ialah bahwa teori ini dapat dipandang dari dua sisi baik

@
i jo

ra kenyataan maupun secara normatif. Khususnya setelah perang dunia,

pe?adllan berkembang menurut cara terakhir di mana pengertian “menurut apa
7))
<

yaﬁg layak” sangat bermanfaat. Yang berlaku di sini ialah semua dapat diduga

3 Ibid., h. 66-69

nery wigey ji



‘nely eNsnS NiN uizi eduey undede ynuaq wejep iUl sin) eAsey yninjes neje uelbeqas yeAueqiadwaw uep uewnwnbusw Buele)iq “z

AvIY vasns N
DIU :

‘nery eysns NN Jefem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepny uedynbuad °q

‘yejesew nyens ueneluy neje yuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| efiey uesinuad ‘ueniiduad ‘ueyipipuad uebunuadaey ynjun eAuey uedynbuad ‘e

>\

455.

h

¢

JJaquins ueyingaAuswu uep ueywnjuesuaw edue) 1w sin) eAIey yninjas neje ueibeqges dynbuaw Buesejq 'y

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e1di) jey

44

©

apgbila ini sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Dalam teori Scholten juga
=
di%inakan kriteria “kemungkinan yang terbesar” yang kemudian dilanjutkan oleh

V% Schellen. Hoge Raad dalam berbagai arrest mulai tahun 1927 berpendapat

ba,ENa soal kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran

N

adguate veroorzaking.

< Pada tahun 1960-an timbul kekurangpuasan terhadap Kkriteria teori
adgquate yang dikemukakan oleh Koster dalam pidato pengukuhannya. la
me;xrjiyarankan untuk menghapus teori adequate dan memasukkan sistem
Toerekening naar redelijkheid/ TNR “dapat dipertanggungjawabkan secara
layak”. Faktor-faktor penting yang disebut dalam pidatonya:

a. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;

b. Sifat kerugian;

c. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga;

gd. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk

; membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial

§_ pihak yang dirugikan.

A

g Teori TNR dapat dilihat dalam arrest Hoge Raad tanggal 20 Maret 1970.
Uéuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat
pé%;embangan teori dari condition sine qua non, kemudian teori adequate dan

yaRg terakhir ajaran TNR.
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B.wTinjauan Umum Tentang Perjanjian
=
2
© 1. Pengertian Perjanjian
o))
3 Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata
ba%wa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
(=
lelsih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
7))
% Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya
o4
%yebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan

dlpﬂrgunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan
perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :
a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang
bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal
1313 KUHPerdata. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi
perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.**

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata,

(<))

pafla umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata

ﬁlSJﬁ!U[‘] dTwIe[sy ajeisg

|dak lengkap dan terlalu luas. R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu

njian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau

[N 'O
rgun%;o

ana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa

imbul suatu hubungan perikatan. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam

# R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1994), h. 49.
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BL&U Il KUHPerdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber
=

dafi perjanjian dan undang-undang.*

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313

w e}dxo

KliHPerdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu

N

peEetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
m&)aksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.*® Bahwa apabila
w

dia;;tara para pihak sudah ada kerugian yang diderita Penggugat, menimbulkan
kegjrangan dimana dalam praktek bila dilakukan oleh orang yang berwenang
sesuai perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan, untuk itu diwajibakan
kepada para pihak yang berjanji untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang
dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

Ya. Adanya para pihak

o

e

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai
subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh
orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk

melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

o

Adanya persetujuan antara para pihak
Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan

yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

% R. Subekti, Op.Cit, h. 1.
% Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, h. 78.
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@

n’:z c. Adanya tujuan yang akan dicapai

g- Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan
g ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

;d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

g Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai
g dengan syarat-syarat perjanjian.

o e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

g Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun

tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para
pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang

menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

w
= 2. Jenis-jenis perikatan
@ . )
o~ Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam
8

tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang
=

menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam

um perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu *':

-0
AfEs1a

Perikatan murni
Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu
orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan

penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

3" R. Subekti, Op.Cit, h. 3
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Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan
janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih
belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya,
membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu. Suatu perikatan dengan
syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai
suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan
syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan
berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya
maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.
Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan
perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya
untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan
dan waktu itu pasti terjadi.

Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang
tersebut belum tentu terjadi.
Perikatan alternative

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi
prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan
objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk
menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal

1273 KUHD).
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Perikatan solider (tanggung menangggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan
itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur
saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa
orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang
maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap
debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika
sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya
dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280
KUHPerdata). Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut
perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur
berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya
prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi
hapus (Pasal 1278 KUHPerdata). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali
dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh
Undang-Undang.

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdata, dinyatakan suatu perikatan yang
dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu
barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaanya
dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun

secara perhitungan.
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Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang
menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan
diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu
tidak dipenuhinya.
Jenis perjanjian

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun

edaan tersebut sebagai berikut :

Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan
kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian
di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam
perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi
kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda
berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.*

Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.
Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak
saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam
mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi
dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada

hubungannya menurut hukum.*

Per-d
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% M. Arsyad Sanusi, Etikad Baik, Kepatutan, dan Keadilan Dalam Hukum Perdata, Varia

ilan No. 103 : (Semarang: UNDIP, 1995), h.112.

% Ibid., h. 87
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Perjanjian bernama dan tidak bernama

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai
perjanjian-perjanjian  khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya
perjanjian jual beli.

Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik
dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan
perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang
menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan
kewajiban pihak-pihak.

Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada
persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian
disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan

nyata atas barangnya.

4. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak
Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan
perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini
berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan implementasi dari
adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem

terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk
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seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian
aslakan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem
terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan
berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata,
yang berbunyi:

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”.*’

Asas konsesualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang
membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain
kecuali perjanjian yang bersifat formal.**

Asas itikad baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan
hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus
didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai
dengan yang patut dalam masyarakat.

Asas pacta sunt servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan
mengikatnya suatu perejanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh
para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut
berlaku seperti undang-undang, dengan demikian para pihak tidak

mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak

jifeAg uejng jo AJISIdATU) DIWE[S] 3)e}§
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%0 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dan Penjelasannya, (Bandung: PT.
Algmi, 2008), h. 82

* Djaja Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan,
(Bandung : Nuansa Aulia, 2007), h. 89
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mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut
dimaksudkan untuk pihak ketiga.

Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku
bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada asasnya perjanjian ini
hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada
pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa
mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut,
kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai
asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUHPerdata yang menyebutkan
bahwa :* Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama
sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya
sendiri “

Jika dihubungkan dengan asas yang terdapat dalam proyek pengadaan
kendaraan ringan terlihat adanya unsur kesepakatan untuk menentukan
isi kontrak. Selain itu terpenuhinya unsur konsesulitas didalamnya
termasuk juga adanya itikad baik, mengingat telah terpenuhinya semua
unsur maka perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan tersebut

telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdata menentukan : “Suatu Perjanjian

ya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat
-

mémbawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat

m@faat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”



‘nely eNsnS NiN uizi eduey undede ynuaq wejep iUl sin) eAsey yninjes neje uelbeqas yeAueqiadwaw uep uewnwnbusw Buele)iq “z

AvIY vasns N
DIU :

‘nery eysns NN Jefem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepny uedynbuad °q

‘yejesew nyens ueneluy neje yuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| efiey uesinuad ‘ueniiduad ‘ueyipipuad uebunuadaey ynjun eAuey uedynbuad ‘e

>\

4?.‘

h

s

JJaquins ueyingaAuswu uep ueywnjuesuaw edue) 1w sin) eAIey yninjas neje ueibeqges dynbuaw Buesejq 'y

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e1di) jey

54

©
T
o  Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal
=
13_37 KUHPerdata yang menentukan: “Lagipun diperbolehkan juga untuk

m%ninta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila
su%u penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian
yagg dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah
méjnperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila
pil;;ak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.
g 5. Syarat-syarat sahnya perjanjian
Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi
Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat,
setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian
yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga
dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara
timbal balik.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut
hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq
dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang
yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1) Orang-orang yang belum dewasa;
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2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah

tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal

ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa Mahkamah

Agung menggangap Pasal 108 dan 110 KUHPerdata tentang

wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan

menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya,

sudah tidak berlaku lagi.

Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa

yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika

timbul perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu :
Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian
batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Jadi
perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang atau
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama

dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan
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; orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang
g- mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian
g tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan
,::: kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan.

g Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyekyif, karena menyangkut
ob&:ek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya

m;—ngakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Begitu juga apabila

o

di@bungkan didalam perjanjian tersebut terdapat syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian proyek
pengadaan kendaraan ringan, dan apabila salah satu dari 4 (empat) syarat tersebut

tidak ada, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat

W
ak?_té otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan
tarjggan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum
pegata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang
hu_Eglhm privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagaian
@

w@enangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika
Q

m@jalankan tugasnya,*? Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang
s

mengemban tugas. Namun sesuai dengan kasus yang penulis teliti, Notaris tidak

w\n
megmposisikan dirinya sebagai pejabat umum yang mengembankan tugas, malahan

=
=
E_ *2 Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat
(I\/gnor) Edisi Oktober-Desember 2001, h. 63.

neny
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@

Nafaris tersebut melakukan tindakan yang dilarang sama sekali dalam Undang-
U@dang Jabatan Notaris, dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa isi
akg tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan,
peicoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan
atg akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah
apé?aila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh
pegghadap, saksi, dan Notaris, namun tindakan perubahan akta tersebut sama
segﬁli dilakukan oleh Notaris tanpa kehadiran Penggugat.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah
Openbare Ambtenare yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris

(PJN), dan Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun tugas-tugas dari seorang Notaris

adalah :

=

Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus (waarmerking).

Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan.

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
(legalisir).

Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.

Membuat akta risalah lelang.

nery wisey ;pcgl(g uej[ng jo ,{usigz\gun dTwre[sy 33835
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@

ni?. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada

g- minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA)

g dan memberikan catatan tentang hal tersebut padaminuta akta asli yang

;_':: menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut

g dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN).

g Tindakan merubah akta perjanjian tanpa dihadiri oleh para pihak yang
ditz—kukan oleh Notaris Neni Sanitra, bukanlah termasuk kedalam tugas dari

)

segfang Notaris, tindakan tersebut dapat dilakukan apabila dihadiri atau disaksikan
oleh para pihak, namun tindakan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra ini
sudah menyalahi tugas mulia dari seorang Notaris.
Kewajiban Notaris menurut UUJN (Pasal 16)

Berdasarkan pasal 16 Undang-undang No 02 Tahun 2014 bahwa fungsi
seorang notaris diantaranya yaitu :

(1)ébalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

2]}

—a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari Protokol Notaris;

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta

>
=
~—+
QD

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan

Minuta Akta;

nery wisey] JireAg uejng jo AJISIaATU() dIWER[S
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Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan
sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta
tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi
lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan
tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga,;

Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan
waktu pembuatan Akta setiap bulan;

mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
berikutnya;

Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada

setiap akhir bulan;
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@

ui I.  Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik

g- Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,

g dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

Z; m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

g sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

(é) pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat

o itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

g n. Menerima magang calon Notaris.

Larangan jabatan notaris menurut UUJN (Pasal 17), diantaranya Notaris

dilarang:

nery wisey] JireAg uejng jo AJISIaAru) dIwe[sy ajejg

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut

w

&

o

o

~

©

tanpa alasan yang sah;

Merangkap sebagai pegawai negeri;

Merangkap sebagai pejabat negara;

Merangkap sebagai advokat;

Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau
badan usaha swasta,;

Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wialayah jabatan
notaris;

Menjadi notaris pengganti;
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9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agam, kesusilaan
atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehoramatan dan martabat

jabatan notaris.

yij1w eydio yeH 6

Didalam penelitian penulis, tindakan merubah akta perjanjian tanpa
(=

diIEdiri oleh para pihak yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra, adalah tindakan

meOJ)awan hukum, karena perbuatan tersebut disengaja dan direncanakan oleh

)

N&—aris dan pihak Tergugat, sehingga merugikan pihak Penggugat yang sudah
pagh dan taat terhadap perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan yang
dibuat oleh para pihak didepan Notaris Neni Sanitra.

Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan
memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat
kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang
atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar
terfg‘pat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin
dlail‘-(sanakan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Notaris dapat

—

3]
meémbuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama notaris,

2]

deﬁgan tetap memperhatikan kemadirian dan kenetralannya dalam menjalankan
=

jabatan notaris. Setiap Notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi
2]

o v

né;faris. Formasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan HAM. dengan
mé;npertimbangkan usul dari organisasi notaris.Formasi Notaris ditentukan
be%asarkan:

a. Kegiatan dunia usaha;

b. Jumlah penduduk; dan

nery wisey| jireiAg
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Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris

setiap bulannya.

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki jam kerja yang tidak terbatas.

Untuk itu notaris memiliki hak cuti. Ketentuan mengenai cuti notaris menurut

=
U@N (Pasal 25-32):

nely eysng

nery wisey] JireAg uejng jo AJISIaAru) dIwe[sy ajejg

1. Hak cuti bisa diambil setelah notaris menjalankan jabatannya secara

efektif selam 2 tahun;

Selama cuti, notaris harus memilih notaris pengganti;

Cuti bisa diambil setiap tahun atau diambil sekaligus untuk beberapa

tahun;

Setiap pengambilan cuti  maksimal 5 tahun sudh termasuk

perpanjangannya;

Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti paling lama ialah 12

tahun;

Permohonan cuti diajukan ke:

a. Majelis pengawas daerah, untuk cuti tidak lebih dari 6 bulan;

b. Majelis pengawas wilayah, untuk cuti 6 bulan sampai dengan 1
tahun;

c. Majelis pengawas pusat, untuk cuti lebih dari 1 tahun.

7. Selain Notaris itu sendiri, dalam keadaan terdesak, suami/istri atau

keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris dapat memohonkan

permohonan cuti kepada majelis pengawas;



‘nely eNsnS NiN uizi eduey undede ynuaq wejep iUl sin) eAsey yninjes neje uelbeqas yeAueqiadwaw uep uewnwnbusw Buele)iq “z

AvIY vasns N
DIU :

‘nery eysns NN Jefem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepny uedynbuad °q

‘yejesew nyens ueneluy neje yuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| efiey uesinuad ‘ueniiduad ‘ueyipipuad uebunuadaey ynjun eAuey uedynbuad ‘e

>\

455.

h

s

JJaquins ueyingaAuswu uep ueywnjuesuaw edue) 1w sin) eAIey yninjas neje ueibeqges dynbuaw Buesejq 'y

63

8. Apabila permohonan cuti diterima maka akan dikeluarkan sertifikat cuti
yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

9. Apabila permohonan cuti ditolak oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti, maka penolakan itu harus disertai oleh alasan

penolakan;

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e1di) jey

10. Notaris yang cuti wajib menyerahkan protokol notaris ke notaris
pengganti.

Apabila pada saat cuti, Notaris meningal dunia, maka notaris yang

nely eYsng NIN Y 1w ejdio yeq @

menggantikannya menjalankan jabatannya. Suami/istri atau keluarga sedarah
dalam garis lurus dari notaris wajib melaporkannya kepada majelis pengawas
daerah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak notaris itu meninggal. Notaris
pengganti adalah orang yang diangkat sementara untuk menggantikan notaris yang
sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya
segégai notaris (UUJN Pasal 1 angka 3). Syaratnya (UUJN Pasal 33 angka 1):

WNI,

[S!LOJ

we
N

Cukup umur (27 tahun);

un 21
001

Berijazah sarjana hukum;

I9Al
PN

Telah berkerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun
berturut-turut.
Notaris pengganti habis masa kerjanya setelah masa cuti Notaris selesai.

Neotaris pengganti khusus ialah seseorang yang diangkat sebagai notaris untuk

=
®Ag Bejng jo £31s

goantikan seorang Notaris, untuk membuat akta tertentu, karena di daerah

I

J

kaBupaten atau kota tidak ada notaris lain, sedangkan notaris yang menurut

7}
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T
ketentuan UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud (UUJN Pasal 1 angka

=

4)gsyaratnya sama dengan notaris pengganti, yaitu*®:

LN

neiy exsns

=

e}

WNI,

Cukup umur (27 tahun);

Berijazah sarjana hukum; dan

Telah berkerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun
berturut-turut.

Menurut penulis terkait kasus ini seharusnya Majelis Pengawas Daerah

dapat menunjuk Notaris pengganti khusus terhadap Notaris Neni Sarnita, sehingga

dengan kejadian ini Penggugat tidak dirugikan atas tindakan perubahan akta yang

dilakukan oleh Notaris Neni Sarnita.

neny wigey] JiraeAg uejing jo AJISIaATU() dIWE[S] 3)e}§

*3 pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014
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3 ¢
) BAB V
=
o PENUTUP
©
o
A3Kesimpulan
~  Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab I11, maka penulis
(=
dagat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
7))
d. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta
i
; Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
© Notaris adalah perbuatan merubah minuta akta notaris Nomor 149 yang

nery wisey] JireAg uejng jo AJISIaAru) dIwWesy] 3jeis

berisikan perjanjian kerjasama antara penggugat dan para turut tergugat
yang dibuktikan dengan putusan Mahakamah Agung RI Nomor
1003/K/PID/2015 dan dari putusan Mahakamah Agung tersebut diketahui
bahwa Notaris Neni Sanitra telah melakukan perubahan akta sepihak tanpa
dihadiri oleh Penggugat, dan akibat dari perubahan akta tersebut penggugat
mengalami kerugian.

Sanksi hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan
Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris adalah telah terjadi perbuatan
merubah akta yang dilakukan oleh Notaris dan perbuatan tersebut jelas
sudah melanggar hukum dan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan

pencabutan izin Notaris.

103



AV VNSNS NID

‘nely eNsnS NiN uizi eduey undede ynuaq wejep iUl sin) eAsey yninjes neje uelbeqas yeAueqiadwaw uep uewnwnbusw Buele)iq “z

‘nery e¥sns NiN Jefem 6ueA uebuguaday ueyibniaw yepn uedynbuad °q

‘yejesew nyens ueneluy neje yuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| efiey uesinuad ‘ueniiduad ‘ueyipipuad uebunuadaey ynjun eAuey uedynbuad ‘e

JJaquins ueyingaAuswu uep ueywnjuesuaw edue) 1w sin) eAIey yninjas neje ueibeqges dynbuaw Buesejq 'y

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e1di) jey

104

©
T
B.awSaran
=
g- Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun
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n-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada,

sebagai berikut :

Tindakan merubah akta yang dilakukan Notaris Neni Sarnita adalah
tindakan yang fatal sebagai Notaris dalam menjalankan tugasnya, karena
akibat perbuatannya pihak Penggugat dirugikan dalam perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru agar mempertimbangkan
putusan Mahakamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 vyang
menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra
karena telah melakukan perubahan akta, dimana dalam melakukan
perubahan akta harus dihadiri oleh para pihak dan atas persetujuan dari

masing-masing yang bersepakat.
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1.-Buku-buku
Al;_giul kadir muhammad, Hukum Perikatan, ( Bandung : alumni, 2014)

In

--------- hukum Acara Perdata indonesia, (Bandung : alumni, 2014)
Alﬁul Ghofur Ansori, lembaga kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: Ull Press,
& 2010)
Al;—dul Thali, Teori dan Filsafat Hukum Modern dalam Perspektif,
§ (Pekanbaru:UIR press, 2005)
Al Afandi, hukum waris hukum keluarga pembuktian, (Jakarta:Rineka Cipta,
1997)
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
A. Qirom Syamsuddin meliala, hukum perjanjian beserta perkembanganya,
(yogyakarta: liberty, 2012)
Bony Daniel, legal standing perkembangan dalam hukum perdata, varia
peradilan, No. 248, 2006
Cessare Beccaria, prihal kejahatan dan hukuman, (Yogyakarta: Genta publishing,
2011)
Djigja Meliala, perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan,

I 23e]

2 (Bandung: Nuansa aulia, 2007)

Dggy Radjasa Waluyo, kewenangan notaris selaku pejabat umum, media notariat
E' (menor) 2001

Ha%_s C. Tangkau, eksitensi pasal 266 kuhp Dalam mengatasi pemalsuan akta

notaris, jurnal, fakultas hukum universitas samratulangi manado

0A

Jhanny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, (Malang :
Bayumedia Publissing, 2010)

Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam

%uvun

A

Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Alumni, 2012)

Marian Darus Badrulzaman, aneka hukum bisnis, (Bandung: alumni, 2005)
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ngFeghi Djijidirjo, Perbuatan Melawan hukum, Pradya Paramita,,(Jakarta: Pradya
; paramita 2014)

Mgkti Arto, praktek Perkara perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta:
3 Pustaka Pelajar, 2004)

Méﬁir fuady, Perbuatan melawan hukum, (Bandung : PT. Citra aditya bakti,
< 2010)

Mff\rsyad Sanusi, etikad baik, kapatutan, dan keadilan dalam hukum perdata,
& Varia Peradilan No. 103 (Semarang: Undip, 1995)

Mgahya harahap, segi- segi hukum perjanjian, (Bandung: Alumni, 2006)

P.g.F Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan
~ Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan. Sinar

Grafika, Jakarta, 2009

Retnowulan sutatio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam

Teori Dan Praktek, Alumni, bandung, 2002

R. Setiawan, pokok-pokok hukum perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1994)

-------------- Aneka Masalah Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992

R.Subekti, hukum perjanjian, (Jakarta : intermasa, 2012)

R..sSupomo, hukum Acara perdata di Pengadilan Negeri. (Jakarta : Pradya

E;: Paramita, 2008)

Saerjono Soekanto dan Sri Mamuiji, penelitian hukum normatif (suatu tinjauan
;_ singkat), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994)

erjono prodikoro, perbuatan melanggar hukum, (Bandung : Mandar maju,
= 2000),

;':‘r --------- Azas- azas hukum perjanjian, (Bandung : Bale, 2012)
S

2. (Reraturan Perundang-undangan
r% ang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris

Kifab Undang-undang Hukum Perdata
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gara dalam gugatan pembatalan seritfikat tanah , PT Citra aditya Bakti,

3 bandung, 2003
dilakukan oleh notaris, jurnal Universitas nrotama fakultas hukum program

angadji, Kopetensi Badan Peradilan Umum dan badan peradilan tata usaha

studi magister kentarisatan surabaya, 2016

rnal Notaris
G:N Wisnu Herbi, Tindak pidana pemalsuan akta Otentik yang turut serta

~ Nne

a miligk UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

> S.
© Hak<ip
™ N

A\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
v .cm.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
<

Mf A a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
|n/_.Wb b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

onvsesamar 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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JURNAL HUKUM ISLAM

SAPUREC I | BRSP4 i & WS
Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jumnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

gﬁ ggégéﬁ; — §213$73669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ADI SAPUTRA

NIM : 11427103774

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : ANALSIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG

DILAKUKAN NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA
PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG NOTARIS

Pembimbing : Muslim, S.Ag, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan.

Pekanbaru, 9 Desember 2019
An. Pimpinan Redaksi

NIP. 198804302019031010
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PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA
PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG NOTARIS, yang ditulis oleh:

Nama : ADI SAPUTRA y :
NIM : 11427103774 :
Program Studi  : [Imu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Novembern 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA  eseeeess e cnonsnsnsisavises

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Joni Alizon, SH., MH

Penguji ‘II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., %/

NIP. 19680226 199103 2 002
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI’AH & HUKUM
oalall g el &l
FACULTY OF SYARI’AH AND LAW

JI.H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.1/PP.00.9/8183/2019 Pekanbaru,14 Oktober 2019
: Biasa

: 1 (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSp
Provinsi Riau

Assalami alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasisw

a Fakultas Syari'ah dan Huku
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

|
] &

Nama :ADI SAPUTRA
NIM 11427103774
Jurusan Ilmu Hukum S|
Semester :XI (Sebelas)
Lokasi :Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skri
‘ANALISIS TERHADA

P PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA PER

UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS

Pelaksanaan kegiatan ri
tanggal surat ini dibuat,
memberikan izin guna terlak

set ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan (e
Untuk itu kami mohon kiran
sanya riset dimaksud.

rhitung mulai
ya kepada Saudara berkenan

Demikian disampaikan, terima kasih.

san :
UIN Suska Riau
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Email : dpmptsp@riau.go.id

T ——

Surat Permohonan Riset

1. Nama

2. NIM/KTP

3. Program Studi
4. Jenjang

S. Alamat

6. Judul Penelitian

7. Lokasi Penelitian

‘nery eysns NN Jefem Buek uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad °q

‘yejesew mens uenelun neje YUy uesinuad ‘uelode| ueunsniAuad ‘yelw| efiey uesinuad ‘ueniuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedynbuad e

Penelitian dan Pengumpul

Empﬂkan Kepada Yth :
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Kepala Dinas Penanaman Modai dan P

Un.04/F.I/PP.00.9/8183/2019 Tanggal

Dengan ketentuan sebagei beﬂkut

1. Tidax melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapk:

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlahgsung sel
tanggal -ekomendasi ini diterbitkan. " s

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan depat memberikan kemudahan serta

Demikian rekomendasi ini dibuat urituk dipergunakan seperiunya

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26662
TENTANG 5

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

dari
| 14 Oktober 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

ADI SAPUTRA
11427103774
ILMU HUKUM
S1
PEKANBARU

ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DILAKUKAN NOTARIS. XKARENA MERUBAH AKTA PERJ,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SA TU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai f & I Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Kode Pos : 2812€

elayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor

YANG
ANJIAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG

NOTARIS St
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU

ntu kelancaran
an Data dimaksuc. '-

canbaru
4 Oktober 2019

S(bﬂam) bulan terhitung mulai

kegiatan

2 M(-_mml Secara Elektronik Melalui :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
'PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

y (SIMPEL)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau

? Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Dekan Fakuitas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
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Diteruskan Kepada Sdr :

Sekretaris

Kabid. Perpustakaan 4

Kabid. Pembinaan dan Pelayanan Arslp i

Kabid. Akuisisi dan Penyimpanan Arsip

:] Kabid. Pelayanan Perpustakaan, Dokume tasi & infommgi

Perpustakaan S

Kasubbag. Perencanaan Program 5

5 Kasubbag. Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang

Milik Daerah :
Kasubha Kepegawaian dan Umum
Kasi It. Akuisisi dan Pen

Ao,

. Kasi. Akuisisi Arsl
¥asi. Pengolahan Arsip

_ Xasi. Penyimpanan dan Perawatan Ars Q

_ Xasi. Pelayanan Perpustakaan

<asi. Dokumentasi

“asl. Informasi Perpustakaan
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI’AH & HUKUM
oaléll g dcy il al<
FACULTY OF SYARI’AH AND LAW

JL H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6877/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini

menerangkan bahwa :
Nama : ADI SAPUTRA
NIM : 11427103774
Jurusan : ILMU HUKUM
Telah Lulus :
UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 24 JULI 2019
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

7
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: Pekanbaru, 2019
- 1 (satu) rangkap
: Nilai Skripsi

Kepada

Yth.Sdr. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Assalamu’alaikum. Wr. Wb

Denganhormat,

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  Suska Riau Nomor

:Un.04/F.11/PP.01.1/559/2019, tanggal 15 Oktober 2019 perihal yang sama pada pokok surat,
dengan ini kami kirimkan sebagai berikut :

Nama : ADI SAPUTRA )
NIM : 11427103774 |
Jurusan : ILMU HUKUM

Nilai Skripsi : Nilai Angka: &2 Nilai Huruf: A - ‘

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ‘
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Nilai :

ila Angka Antara 85-100
ila Angka Antara 80 — 84
ila Angka Antara 75-79
ila Angka Antara 70-74
ila Angka Antara 65-69
ila Angka Antara 60-64
ila Angka Antara 55-59
ila Angka Antara 50-54

Wassalam
Dosen Pembimbing

e

7(

SLIM, S.Ag, SH, M.Hum
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Adi Saputra, lahir di Sanglar, 07 apil 1996 anak pertama
dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah Usman dan Ibu
Nurma, pendidikan formal yang di tempuh penulis
adalah SDN 034 Sanglar, dan lulus pada Tahun 2008
selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 3
Sanglar dan lulus pada Tahun 2011, selanjutnya penulis
melanjutkan pendidikan SMKN 1 Reteh, dan lulus pada
tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan perguruan
- tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum
Bisnis, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan S1 pada tahun 2019serta

berhak menyandang gelar sarjana hukum (S.H)

Penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI LAKUKAN NOTARIS
KARENA MERUBAH AKTA PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG NOTARIS” , dibawah bimbingan
bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum berkat dari semua pihak baik seluruh
k;_tuarga, sahabat, dan pihak kampus, Alhamdulillah skripsi dapat diselesaikan
kErena itu dengan menundukan kepala, menyusun sepuluh jari, maka melalui
t@san ini penulis mengiucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas
k@aaikan amal dan mendapatkan RidhoNya. Aamiin........
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